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ABSTRAKSI  
 

Seiring dengan adanya peradaban modern dari sebuah perusahaan atau korporasi terus 

menjadi salah satu sorotan sementara isu-isu penting yang menjadi perhatian bisnis / 

korporasi sampai saat ini adalah soal tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan ( 

TJSL) .Tanggung jawab sosial perusahaan dinyatakan berdasarkan Undang-undang 

Perusahaan yang berbasis pada keberlanjutan dan manfaat untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemitraan antara masyarakat , pengusaha , dan perusahaan untuk tujuan 

kemitraan . Sementara masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan 

perekonomian , pemerintah memiliki peran untuk menetapkan aturan mengenai tanggung 

jawab sosial perusahaan sesuai dengan pasal-pasal UUD 1945 , nilai Indonesia agama , 

adat istiadat , dan keyakinan dalam masyarakat . berdasarkan UUD 1945 , pemerintah 

membuat regulasi terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan . terbitnya UU No 40 

tahun 2007 tentang perseroan terbatas , yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan 

sebagai suatu kewajiban , sebagaimana diataur dalam pasal 74 . Tanggung jawab 

eksternal ini dibagi antara badan usaha tugas untuk kesejahteraan masyarakat melalui 

pembangunan berkelanjutan . Dalam hal sifat moral manusia dan sifat dari kegiatan 

bisnis itu sendiri , diyakini bahwa itu tidak benar bahwa hanya manajer perusahaan 

memiliki tanggung jawab dan kewajiban moral kepada para pemegang saham . Kebijakan 

pemerintah Indonesia tentang tanggung jawab sosial perusahaan ( Corporate Social 

Responsibility ) diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas . Sementara tanggung jawab hukum yang lebih menekankan pada kesesuaian 

lahiriah dengan sikap aturan , meskipun nota tindakan tidak obyektif salah, mungkin baik 

dan sesuai dengan Pandanan moral, nilai-nilai hukum , dan budaya . Namun , kepatuhan 

saja tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan karena tidak tahu 

motif yang mendasari atau maksud . Berdasarkan pertimbangan di atas penulis tertarik 

untuk mengetahui norma-norma aplikasi tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang 

Perseroan Terbatas terhadap korporasi dalam melaksanakan lingkup eksternal tanggung 

jawab sosial yaitu perusahaan (Corporate Social Responsibility) untuk memilih judul " 

Dasar Penormaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL)  Dalam Pasal 74 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ". Rumusan 
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Masalah . 1 . Apa yang menjadi dasar penormaan tanggung jawab sosial dan lingkungan 

(TJSL) perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 

Perseroan Terbatas ; 2 . Apakah penormaan tanggung jawab sosial dan lingkungan(TJSL)  

perusahaan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas telah sesuai dengan prinsip kelayakan dan kewajaran ; 3 . Bagaimana pemberian 

sanksi apabila  tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan tidak dilaksana 

perusahaan Perseroan Terbatas. Metode pendekatan dalam upaya untuk memecahkan 

masalah yang ditangkap , dengan menggunakan metode normatif . Metode yang 

digunakan untuk mendekati masalah adalah : Pendekatan Sejarah , Pendekatan Statuta , 

Pendekatan Konseptual . Berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan 

lingkungan akan dibuat dalam bentuk peraturan eksekutif Peraturan Pemerintah ( PP ) 

termasuk formulir aplikasi , jumlah kewajibannya , badan yang akan mengawasi dan apa 

sanksi jika diabaikan responsibilities.Based pada bahwa diskusi dapat disimpulkan bahwa 

penerapan Pasal 74 Undang-undang Perseroan memiliki aspek hukum . Belum adanya 

harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan per-UU-an yang juga mengatur substansi 

yang berkaitan dengan TJSL, sedangkan Peraturan Pemerintah tentang TJSL tidak 

meberikan kepastian hukum tentang sanksi yang harus di jatuhkan kepada perusahaan 

yang melanggar TJSL sebagai kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU No. 40 

Tahun 2007. 

Peraturan Pemerintah sebagai perintah Pasal 74 ayat (4) UU yang secara khusus 

mengatur tentang TJSL, maka setidaknya ada 4 (empat) persoalan krusial yang perlu 

dikaji lebih mendalam. Ketiga persoalan itu adalah: (a) batasan tentang perseroan yang 

terkena kewajiban melaksanakan TJSL,  khususnya tentang frasa „perseroan yang 

kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, atau yang usahanya 

berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam‟ (b) harmonisasi dan sinkronisasi 

berbagai peraturan perUUan yang juga mengatur substansi yang berkaitan dengan TJSL, 

khususnya menyangkut ketentuan tentang sanksi hukum (c) pertimbangan penerapan 

sistem punish and rewards terhadap perseroan yang melawan atau mematuhi kewajiban 

hukum melakukan TJSL, dengan sedapat mungkin tidak menjatuhkan sanksi berupa 

pidana melainkan penghapusan atau pengurangan insentif dan sebaliknya (d) harmonisasi 

dan sinkronisasi antara kewajiban TJSL perusahaan dengan PKBL bagi perusahaan yang 
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berupa BUMN. Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud oleh pasal 74 ayat (4) UU 

PT memang diperlukan untuk lebih memberi kepastian hukum bagi para pelaku usaha 

khususnya badan-badan usaha, baik yang berupa usaha kecil, menengah, besar, ataupun 

badan usaha yang modalnya berupa modal domestik maupun asing, dan juga bagi 

BUMN. Kecuali itu, peraturan pemerintah tersebut juga dibutuhkan untuk mencegah 

terjadinya pengaturan tentang pelaksanaan TJSL perusahaan secara sepihak dan berbeda-

beda pada aras daerah melalui peraturan daerah. Apabila peraturan hukum tentang TJSL 

perusahaan ini dibiarkan tersebar di mana-mana dan pada aras yang berbeda-beda, 

dikhawatirkan justru akan mengakibatkan pelaksanaan TJSL perusahaan yang tidak 

efektif, tidak sesuai dengan strategi bisnis masing-masing perusahaan, yang pada 

akhirnya justru membebani pelaku usaha sendiri 
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ABSTRACT 
 

 

 

Along with the modern civilization of a company or corporation continues to be one of 

the highlights while important issues of concern to the business / corporation to date is a 

matter of social and environmental responsibility of companies (TJSL). Corporate social 

responsibility is expressed by the Companies Act based on sustainability and benefits to 

develop and enhance partnerships between communities, entrepreneurs, and companies 

for the purpose of the partnership. While the public has an opportunity to boost the 

economy, the government has a role to establish rules regarding corporate social 

responsibility in accordance with the articles of the 1945 Constitution, Indonesian 

religious values, customs, and beliefs in society. based on the 1945 Constitution, 

government to make regulations relating to corporate social responsibility . issuance of 

Law No. 40 of 2007 on limited liability companies , governing corporate social 

responsibility as an obligation , as diataur in article 74 . External responsibilities are split 

between business entities duty to the public welfare through sustainable development . In 

terms of the moral nature of man and the nature of the business activities itself, it is 

believed that it is not true that only the company's managers have a responsibility and a 

moral obligation to our shareholders . Indonesian government's policy on corporate social 

responsibility ( Corporate Social Responsibility ) regulated in Law Number 40 of 2007 

on Limited Liability Companies . While the legal responsibility a greater emphasis on 

outward conformity with the rules attitude , though the action was not objectively wrong 

note , maybe both and in accordance with Pandanan moral , legal values , and culture . 

However , compliance alone can not be used as a basis to draw conclusions because it 

does not know the underlying motives or intent . Based on the above considerations the 

authors are interested in knowing the norms contained in the application of article 74 of 

Law Company Limited against the corporation in carrying out the external sphere , 

namely corporate social responsibility ( Corporate Social Responsibility ) to select the 

title " Basic Penormaan Social and Environmental Responsibility ( TJSL ) In Article 74 

of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company " . Problem Formulation . 1 . What 

is the basis penormaan social and environmental responsibility ( TJSL ) companies in 
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Article 74 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ; 2 . Is penormaan social 

and environmental responsibility ( TJSL ) companies in Article 74 of Law No. 40 of 2007 

on Limited Liability Company in accordance with the principles of feasibility and 

reasonableness ; 3 . How sanctions if social and environmental responsibility ( TJSL ) are 

implemented no company Limited Liability company . Method approach in an attempt to 

solve problems captured , using the normative method . The method used to approach the 

problem is : Historical Approach , Approach Statutes , Conceptual Approach . Relating to 

the implementation of social and environmental responsibility will be made in the form 

of executive regulations of Government Regulation ( PP ) including the application form , 

number of obligations , the agency that will oversee and what sanctions if it ignored 

responsibilities.Based on that discussion it can be concluded that the application of 

Article 74 of the Law The Company has a legal aspect . The absence of harmonization 

and synchronization of the various regulations per - Law 's which also regulate the 

substance associated with TJSL , while the Government Regulation on TJSL not not give 

legal certainty about who should be in the drop sanctions to companies that violate TJSL 

as a liability as stipulated in Article 74 of Law No. . 40 of 2007 . 

Government regulations as the provisions of Article 74 paragraph ( 4 ) of the Act which 

specifically regulates TJSL , then there are at least 4 ( four ) crucial issue that needs to be 

studied more in depth . The third issue is : ( a) limitations on the company's obligation to 

carry out TJSL affected , particularly regarding the phrase ' company whose business is 

managing and utilizing natural resources , or that its impact on the function of the ability 

of natural resources ' ( b ) the harmonization and synchronization of various perUUan 

rules also regulate the substance associated with TJSL , particularly with regard to the 

provision of legal sanctions ( c ) consideration of the application punish and reward 

system of the company who resist or comply with legal obligations do TJSL , with as 

much as possible not impose a criminal sanction but rather the elimination or reduction of 

incentives and vice versa ( d ) harmonization and synchronization between TJSL 

obligation for companies with CSR in the form of state-owned companies . Government 

regulations as intended by Article 74 paragraph ( 4 ) of the PT is needed for more legal 

certainty for business enterprises in particular , whether in the form of small, medium , 

large , or entities whose capital is in the form of domestic and foreign capital , and also 
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for the state . In addition, government regulations are also needed to prevent the 

implementation of the regulation on the company unilaterally TJSL and vary depending 

on local level through local legislation . If the rule of law on this company TJSL left 

scattered everywhere and at different levels , feared it would lead to the implementation 

of the company TJSL ineffective, according to the business strategy of each company , 

which will eventually lead burden businesses themselves 
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